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QANUN KABUPATEN ACEIN SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA .
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAIMAT ALLAI SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEIl SINGKIL

Menimbang ©a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang - Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu
dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupalen Aceh Singkil yang sesual
dengan  potensi  dan  kcbutuhan  Daeral, yang mampu
mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Dacrah;

b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas

i Perkebunan Kabupaten Acch Singkil perlu ditetapkan dalam suaty |,
i Qanun. ;
1 Mengingat © L. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang  Pembentukan

Dacrah  Otonomi Provinsi Acch dan Perubahan Peraturan

; Pembentukan Provinsi Sumut (Lembaran Negara Tahun 1956
B Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
i

!\)

Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian  (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 199 Nomor 169, ,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839):




Undang-unds - Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan an' 1 Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 199 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah’ Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN ACEN SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEI SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN ACLII SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;

b. Bupati adalah Bupati Acch Singkil:

¢. DPRD adalah Dewan Penvakilan Dacrah Kabupaten Acch Singkil;
d

Dinas Perkebunan Kabupaten adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Acch

Singkil;
. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Acch Singkil;

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal

(1) Dinas Perkebunan Kabupaten mert  kan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten;

(2)  Dinas Perkebunan Kabupaten dipim;  olch scorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab k' da Bupati melalui Sckretaris
Dacrah. 1

BAB III

TUG A,

Pasal 3

Dinas Perkebunan Kabupaten mempunyai  gas Pokok menyclenggarakan
urusan Rumah Tangga Dacrah Dalam L' ng Perkcbunan yang menjadi
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iangguny: fawabva dan tusas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau
Pemenmtah Provins: Nanggroc Acch Darussalam.

BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas
Perkebunan Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Mclakukan pembinaan berdasarkan  kebijuksanaan yang di tetapkan
Bupati;
b. Mclakukan bimbingan tckhnis di bidang perkcbunan;

¢. Melaksanakan  pengawasan  dan pemberian dan pembidaan  usaha
perkebunan sesuai dengan pokok;

d. Menyelengparakan pelaksanaan penyuluhan:
828 ;

Meclaksanakan pengkajian pencrapan tekhnologi ditingkat usaha tani;

(e

. Meclaksanakan urusan umum, perlengkapan kepegawaian, keuangan serta
Ketatausahaan Dinas Perkebunan; :

g. Meclakukan pengawasan dan bimbingan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Cabang Dinas di bidang perkebunan Kabupaten.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
¢. DBagian Tata Usaha, membawahkan ;
1) Sub Bagian Umum,;
2) Sub Bagian Kcuangan;
3) Sub Bagian Kepegawaian.
d. Sub Dinas Kelembagaan Usaha, membawahkan :
1) Scksi Sumber Daya Pengendalian Lahan;
2) Scksi Pengawasan dan Perizinan Usaha ;
3) Seksi Kelembagaan Ekonomi Petani dan Permodalan:

Sub Dinas Pembenihan dan Produksi , membawahkan :

g

I) Scksi Tanaman Tahunan Perkebunan;
2} Scksi Tanaman Semusim Perkebunan;

3} Sckst Tanaman Buah dan Savuran;




to

f Swh Dhinas Protekst , membawahkan ;
17 Sckst Pengedalian UPT,
23 Sckst Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida dan Alsim ;

3) Sckst Penanganan Komplik Sosial dan Kebakaran.,
¢ Sub Dinas Pcrencanaan, membawahkan :
I} Scksi Data dan Statistik;
2) Sckst Program dan Anggaran;
3) Sckst Evaluast dan Pelaporan;
h. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran, membawahkan :
1) Scksi Pengembangan tekhnologi Pengolahan;
2) Scksi Alat Mesin dan Pengembangan Produk;
3) Seckst Promosi dan Analisis Pasar.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil
scbagaimana terlampir. . :

BAD VI
UNIT PELAKSANA TEIKIINIS DINAS

Pasal 6

Unit Pelaksana Tcknis Mempunyai Kedudukan yang unsur pcldl\sana
Teknis Operastonal Dinas Perkebunan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin olch scorang Kepala yang berada
di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan;

Pasal 7

Pembentukan  Unit Pclaksana Tckhnis Dinas hanya dimungkinkan jika
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
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BAB VII
KELOMPOKX JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas melakukan kegiatan teknis Perkebunan di bidang keahlian masing-
masing.

Kclompok  Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada ayat (N
dipimpin olch scorang Tenaga Fungsional Scnior selaku Ketua
Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala
Dinas dan atau kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
bersangkutan.
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BAB VIII _ |
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas  Perkebunan  dan Wakil Kepala Dinas Perkebunan
diangkat dan diberhentikan olch Bupati,

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Perkebunan ~dan Kepala Scksi di
lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan olch Sckretaris
Dacrah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati ‘dengan
memperhatikan usul dari Kepala Dinas Perkebunan., :

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 10

Demikian mclaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan Unit pelaksana teknis
Dinas, Kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi
dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi scsuai dengan (ugas masing-masing,

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana
dan program penyiapan bahan-bahan laporan Dinas scrta pembinaan
organisasi dan tatalaksana;

(2) Kcpala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas-tugas pokok dibantu olch
scorang wakil kepala Dinas  yang bertanggung jawab kepada kepala
Dinas dan Bupati Kabupaten Acch Singkil ;

(3) Kepala Dinas Perkebunan diwajibkan memberikan pctunjuk membina
membimbing  dan  mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu  dan
pclaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya;

Pasal 12

(1) Sctiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban
memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi
pelaksanaan tugas bawahan, :

2)  Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala
Dinas harus menunjuk scorang pegawai untuk melaksanakan tugas
Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan
melaporkannya kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah Kabupaten.

Pasal 13

(1) Sctiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib mclaporkan pelaksanaan
tugas sceara berkala kepada atasan,




{2} Scimap faporan yang diterima olch Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
wapth diolah dan dipersunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih
lamut dan petunjuk kepada bawahan,
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(3) Sctiap laporan yang disampaikan w ajib ditembuskan kepada Pcjabat lain |

yang sccara [ungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas diatur sesuaj

dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Scgala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di
bebankan kepada sAnggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) serta
sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 16

Sclama belum ditctapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, scmua
ketentuan vang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP ;
Pasal 17

“Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditctapkan kemudian dengan

Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang .
berlaku. )




Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tdak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.,

Agar sctiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh
Singkil.

Disahkandi : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002

*

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto.

1. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil
Nomor 19 Tahun 2002 Scri D Nomor 6
dda tangeal 5 funi 2002
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KABUPATEN ACEH SINGKIL

OINAS PERKER

= NOMOR 5 r TAMUN Z002
TANGGAL : 27 MEl 2002
KEPALA
WAKIL KEPALA
KELONMFOK JAZATAN
FUNGSICNA BAGIAN TATA USAKA
SUB BAG SUB BAG SUB EAG
KEPEGAWAIAN Luum KEUANGAN
SUS DINAS SUS CINAS SUB DINAS SUS DINAS SUB DINAS
KELEMEBAGAAN FENZENIKAN DAN FROTEKSI PERENCANAAN PENGELOLAAN
USAHA FRODUKSI DAN PEMASARAN
SEKSI SUMBER CAYA SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
PENGENDALIAN TANANEN TAHUNAN PENGENDALIAN UPT DATA FENGEMBANGAN TEKNOLOGI
LAHAN FERKEBUNAN DAN STATISTIK PENGOLAHAN
SEKSI PENGAWASAN SEXSI SEKSI PENGAWASAN SEKSI SEKS!
DAN PERIZINAN TANANMAN SEIMUSIM PEREDARAN PUPUK, PROGRAM ALAT MESIN DAN
USAHA PERKEBUNAN PESTISIDA DAN ALSIM DAN ANGGARAN PENGEMEANGAN PRODUK
SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI SEKSI PENANGANAN SEKSI SEKSI . s e - -
EKONOM! PETANI ] TANANAN BUAH KONFLIK SOSIAL EVALUASI FROMOSI DAN ANALIS
DAN PERMODALAN DAN SAYURAN DAN KEBAKARAN DAN PELAPORAN PASAR




